
66 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anita, L., N. Dali dan M. Abdullah. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) 

Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan 

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal 

Progres Ekonomi Pembangunan. 1(2):44-55. 

Ayem, S dan D. D. Pratama. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap 

Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-

2016. Akuntansi Dewantara. 2(2):169-182.  

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Hasil Pendaftaran (Listing) 

Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016. 

Erlis, N. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera). Jurnal 

Skripsi. Universitas Bung Hatta. 

Suryani, F. D., dan E. Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR . Vol 6 No 1 Tahun 

2018. 

Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi V. 

Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 

Halim, A.  2014. Manajemen Keuangan Daerah. UPP–AMP YKPN. Yogyakarta. 

Halim, A dan Kusufi. M. S. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan 

Daerah. Salemba Empat. Jakarta.  

Indra, B. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga. 

Jakarta. 

Ikhwan, P. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.  Jurnal Akuntansi. 5(2): 1-20.  

Juli, P. S. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. 

Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 



67 
 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia; 2009. 

Kuncorowati, D. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. 

Universitas Negeri Yogyakarta e-journal. 

Kuznets, S. 2007. Economic Growth and Income Inequality. The American 

Economic Review. Volume XLV. 

Lailatul, M. 2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi 

Umum (DAU) Dan Dana Alokasi  Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal 

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. E-Jurnal 

Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta 

Lontoh, T. N. N., A. T. Naukoko dan S. Tumangkeng. 2016. Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Belanja Modal Di Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi. 16 (3): 736-744. 

Made, J.  A., dan S. Ni Putu. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap 

Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Universitas 

Udayana,Bali. 

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. 

Padang. 

Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. 

Yogyakarta. 

Menteri Keuangan RI. 2014. Peraturan Menteri Keungan RI No. 91/PMK.06/2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 

Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat. Jakarta. 

Mudrajat, K. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga.  

Nuraini, I. 2017. Kualitas Perumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten/Kota Di Jawa 

Timur. Unevirsitas Muhammadiyah Malang. Studi Pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen. 2(2): 122-130. 



68 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 Tentang Belanja 

Modal 

__________________________ Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pemerintah 

Daerah 

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2011 Tentang 

Klasifikasi Anggaran 

 

Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan 

 

_________________ No.24 Tahun 2005 Tentang Belanja Modal 

 

_________________ No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan 

 

_________________ No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

_________________ No.71 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal 

_________________ No.53 Tahun 2010 tentang”Disiplin Pegawai Negeri“ 

Priyo, A. H., dan David, H. 2007. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD 

dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi. Makasar 

Putro, N. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/ PMK.03/2015 

Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas 

Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat 

Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.  

Rumefi, U. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan 

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

Jurnal Ilmu Manajemen Magistra. 2(2):122-130. 

Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. 

Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

Sularno, F. M. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan 

dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Studi 

Kasus Pada kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Universitas 

Widyatama. Bandung 



69 
 

Sukirno, S. 2010. Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja 

Grasindo Perseda. Jakarta. 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Alfabeta. Bandung. 

Suryani, F dan P. Eka. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. 

PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR. 6(1): 11-22. 

Susanti, S. dan Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada 

Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi 

Akuntansi (JIMEKA). 1(1):183-191. 

Suyanto, S. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Korelasional. Bossscript. Klaten 

Selatan.  

Syafruddin, A dan Suprin. 2010. Republik Desa, Pergualatan Hukum Tradisional 

dan Hukum Modern Dalam Design Otonomi Desa. Alumni. Bandung. 

Syukri, M, dan P. Hinaya.  2019.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  

Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  

Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten  &  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 

E-Jurnal Manajemen Universitas Unanda. 2(2):30 

Ulum, M.D, I. 2008. Akuntansi Sektor Publik. UMM PRESS. Malang 

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara 

 

_____________ No.28 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

_____________ No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 

_____________ No.32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

 

_____________ No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

Yuwono, Sony T.A Indrajaya dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, 

Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing.Malang. 


